BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009
merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial
yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis. Upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas kesehatan
diatur pada pasal 46 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 yang berbunyi
“Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi
masyarakat, diselenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh
dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan
masyarakat” dan Pasal 47 “Upaya kesehatan diselenggarakan dalam bentuk
kegiatan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif
yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan”.

Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk
memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk
promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2023).

Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan yang dimaksud dengan
Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian
kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang
bersifat promosi kesehatan. Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu
kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit.
Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian

kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit,
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pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau
pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal
mungkin. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau
serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam
masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang
berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan
kemampuannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun
2016 Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Fasilitas
Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan pelayanan kesehatan berupa
pelayanan kesehatan perseorangan dan atau pelayanan kesehatan
masyarakat. Pada pasal 4 dijelaskan bahwa jenis fasilitas pelayanan
kesehatan terdiri atas tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, pusat
kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah,
laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk
kepentingan hukum dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tradisional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomer 14 tahun 2021 Apotek
merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek
kefarmasian oleh Apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah
lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
Apoteker Penanggung Jawab Apotek yang selanjutnya disingkat APA
adalah Apoteker yang bertanggung jawab pada penyelenggaraan pelayanan
kefarmasian di Apotek. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan
langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan

sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dengan
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maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan
pasien.

Pada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2016 dijelaskan
bahwa Peran Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan,
keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung
dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian
informasi Obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker
harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan
pengobatan  (medication  error) dalam proses pelayanan dan
mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (drug
related problems), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (socio-
pharmacoeconomy). Untuk menghindari hal tersebut, Apoteker harus
menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu
berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi
untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan
praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring
penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala
aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan

Standar Pelayanan Kefarmasian.

1.2 Tujuan
Tujuan dilakukannya Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Nifarma adalah :

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang
pembuatan, pengadaan, hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai
standar.

2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana

kesehatan apotek sesuai standar dan kode etik kefarmasian.



Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses
reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias
(PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan,
ketrampilan, softskills dan afektif untuk melaksanakan pekerjaan

keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

Manfaat

Mengetahui dan memahami pekerjaan kefarmasian yang
profesional di bidang pembuatan, pengadaan, hingga distribusi
sediaan kefarmasian sesuai standar.

Mengetahui dan memahami pelayanan kefarmasian yang
profesional di sarana kesehatan khususnya Apotek.

Mampu mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan
proses reflektif dengan di dasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan
Antusias (PEKA) dan baik dari segi pengetahuan, ketrampilan,
softskills dan  afektif untuk  melaksanakan pekerjaan

keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.



